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BADAI| K(X)RDINASI HI'BUNGAN IUASYARATAT
KOUISI PEItrILIHAN TIMUM KOTA PRABT'MULIH TAIIT'IT 2O2I

KETUA KOMISI PEUILIHAX I'}IT'M KOTA PRA.BT'UT'LIH,

Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi
koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan,
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan Para
Pemangku Kepentingan di Kota Prabumulih, perlu
membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyaralat di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dirnaksud dalarn huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih Tahun 2O21.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
so38);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2075 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Talrun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61O9);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2Ol7 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipa.si Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1O Tahun
2Ol8 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor 8 Tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2O2O tentang Tlrgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 202O Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 542lHM.03.5-Kpt/06/KPUlIr'IIIl2O2l tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 561/HM.O3.5-Kptl06 IKPU /Vllll 2O2l tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021.
Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2021.
Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana
dimalsud dalam Dilrhrm KESATU terdiri dari Anggota
KPU Kota Prabumulih yang membidangi Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia serta Sub
Bagran yang membidangi Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Prabumulih.
Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih
tercantum dalam lampiran yalg merupalan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini terdiri dari :

a. Pembina:
l. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih;
b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih;
c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, dan Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

T\rgas Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi
program dan kegiatan terkait kepemiluan dan
kelembagaan;

2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan
jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta
pemangku kepentingan terkait di Kota Prabumulih;

KEEMPAT :
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Plt. Kasubbag Hukum dan Pengawasan

3. Merencanakaa dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;

4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan
data/ informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
kelembagaan yang diperlukal secara terbuka, cepat
dan akurat kepada publik;

5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi
publik kepemiluan; dan

6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan
tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih dan kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada
Komisi Pemilihan Umum.

Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih.
Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor
06/HK.03.1-Kptl1674lKPu-Korlllll2O2L tentang
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kota Prabumulih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 02 September 2O21

XETUA KOUISI PEUILIHAN T'UTII
K(Y[A PRABT'UT'LIH,

TAR^'UAIISYAH
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NOMOR
TANGGAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETAR1AT KPU KOTA PRABUMULIH

Plt. Kasubbag Hukum dan Pengawasan

: KEPUTUSAN KOMISI PEITflLIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

: 16 | HM.o3.5 I 4 I 167 4 I 2o2r
: O2 September 2021

IITTUA KOUISI PETILIIIAIT I'UUU
KOTA PRABI'UULIH,

LAMPIRAN

SUSIINAIT KTPEITGI'RUSAN
BADAIT KOORDINASI HI'BIIITGAIT MASYARANAT

XPU KOTA PRABI'UULIH TAIII'IY 2021

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal O2 September 2021

NO IIIAUA JABATAI{
I PEUBIITA

1. Marl'uansyah, S.IP
2. Surya Muda Karana, S.H
3. Titi Marlinda, S.E., M.Si
4. Era Hustri, A.Md

Ketua KPU
Anggota KPU
Anggota KPU
Anggota KPU

XETUA
1. Yasrin Abidin, S.Sos Sekretaris KPU

3 I( TUA PELIIXSAITA
1. Yudi Priambodo, S.E

4 PELIII(SAIfA
1. Nizar Patriot, S.Sos
2. Abdul Aziz, S.lP., M.Si
3. Vemi Prima Tira, S.lP., M.Si
4. Sella Aryanti, S.Pd

StaIf
Staff
StaIf
StaII

NIZAR PATRIOT

MARJUANSYAH

ttd.

2.

Sub Koordinator Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
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